SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA
PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA

Menimbang

Mengingat

PARIWISATA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11

ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota
Surabaya, Pembentukan dan susunan organisasi UPTD
diatur dalam Peraturan Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan memperhatikan hasil rekomendasi
Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor
061/27050/031.1/2021 tanggal 5 November 2021 hal
perubahan nomenklatur UPTD serta hasil rekomendasi
Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor
061/7407/031.1/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal
pembentukan UPTD, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata
pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta
Pariwisata Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6477);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1955);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

(1)

Daerah adalah Kota Surabaya.
Walikota adalah Walikota Surabaya.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota
Surabaya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan
Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Kota Surabaya.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan
fungsional pada UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta
Pariwisata Kota Surabaya.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Tipe B pada Dinas
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Kota Surabaya.



(2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan
Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari :

a. Taman Hiburan Pantai Kenjeran; dan

b. Wisata Air Kalimas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a. UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB 'V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD

Pasal 5
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya
pengelolaan obyek wisata yang dikelola oleh Dinas.



Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

a.

(1)

pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana
Kegiatan UPTD mengacu kepada Rencana Strategis
Perangkat Daerah;

pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPTD;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain;

pemrosesan administrasi perizinan/ rekomendasi terkait
pemanfaatan sarana dan prasarana di UPTD;

pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan di obyek wisata yang
dikelola oleh Dinas;

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata
yang dikelola oleh Dinas;

pelaksanaan pengelolaan retribusi dan pendapatan lain;
pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian,;
pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat;
pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
pelaksanaan pengelolaan keuangan,;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPTD;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan
Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b.



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8
Kepala UPTD memiliki kewajiban :

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan
staf;

b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan
instansi lain yang terkait;

c. memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahannya—serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan
tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing; dan

d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai
kebutuhan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2016
tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai
Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 95);



2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan
Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi
Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018
Nomor 53).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2022.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 127




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 127 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN OBYEK WISATA
PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA
PARIWISATA KOTA SURABAYA

UPTD
PENGELOLAAN
OBYEK WISATA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI
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